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Royaltl Mineral Ditingkatkan

JAKARTA — Panitia Kerja Rancangan Undang-

undang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Minerba) DPR akan memasukkan klausul
peningkatan royalti untuk produk mineral seperti
emas, perak, dan tembaga. Besaran royalti 1%
yang saat ini diterima pemerintah dari perusahaan
pertambangan dinilai masih sangat rendah.

Ketua Komisi VII DPR Airlang-
ga Hartarto mengatakan, klausul
perbaikan royalti tersebut sudah
disepakati pemerintah dan DPR.
Setelah diratifikasi, UU Minerba
akan memasukkan pasal perbaik-
an royalti tersebut dalam kisaran
tertentu,

“Besaran kenaikan royalti itu
masih dalam tahap pembicaraan
tim perumus RUU Minerba. Se-
cara teknis dan rinci bisa saja
nantinya dirumuskan dalam pe-
raturan pemerintah,” ujar Air-
langga di Jakarta, Selasa (4/9).

Pada 2006 realisasi paneri-
maan negara dari royalti pertam
bangan mencapai Rp 6,4 trlliun
Jumlah itu melampaui angka
yang ditargetkan dalam Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Ne-
gara Peru (APBN-P) 2006
yang sebesar Rp 5,9 triliun,

Airlangga menegaskan, selain
mhgal. pembahax RUUbI:I}}-
nerba juga menyangkut perubah-
an dana hasil produksi batubara
(DHPB) sebesar 13,5% yang
dikenakan kepada para peme-
gang kontrak karya (KK) dan per-
janjian karya pengusahaan dan
pengelolaan batubara (PKP2B).

DHPB itu terdiri atas 6% royalti
dan 7,5% buat dana pengemba-
ngan. Menurut dia, ada pemikiran
DHPB bagi yang me-
ngusahakan batubara kalori ren-
dah bisa lebih rendah dari 13,5%.

Ketua Umum Indonesian Min-
ing Association (IMA) Arief S
Siregar mengingatkan pemerin-
tah agar berhati-hati dalam mere-
visi besaran bagian royalti ke-
giatan tambang mineral untuk
pemerintah, karena bisa menjadi
bumerang yang memperburuk
iklim investasi.

“Pemerintah dan DPR seha-
rusnya membuat bagaimana

iklim investasi lebih menarlk,
bukan menambah beban inves-
tor,” 12‘ ya ke Inuestor

Dia juga berpendapat peme-
rintah dan DPR jangan melihat
besaran royalti persentase
terhadap produksi. Pasalnya, pe-
nerapan royalti selama ini sebe-
narnya untuk setiap tambang

pada gene-
rasi KK dan%an produk

neralnya,

t saya royalti yang 1,5%
itu produk tambang emas.
Kami, Inco sebagai produser
nikel royaltinya fulktuatif ber-
gantung harga nikel di pasar in-
ternasional. Semakin tinggi har-
ganya, bagian royalti pemerintah
semakin besar, itu ada rumus-
nya,” ujar Arief yarTs%jusa direk-
tur utama PT Inco Thk.

Dia meminta, pemerintah dan
DPR lebih fair dalam melihat per-
soalan royalti, Pasalnya, selama
ini perusahaan tambang mineral
juga dibebani pajak dan iuran
yang jumlahnya mencapai 15
macam, selain royalti

Sementara itu, perusahaan per-
tambangan selama ini sangat
kesulitan menyelesaikan pem-
bebasan tanah untuk wilayah
tambang, yang seharusnya
mendapatkan dukungan peme-
rintah.

Ketua Umum Asosiasi Per-
tambangan Batubara Indonesia
(APBI) Jeffrey Mulyono mende-
sak DPR dan pemerintah menge-
sahkan RUU Minerba untuk
menciptakan kepastian hukum
dan membangun iklim kondusif
kepada dunia nsaha. Ia menye-
butkan, RUU Minerba memiliki
peran strategis dalam mengatur
pengelolaan minerba yang tidak
dapat diperbarui sehingga diper-

B Arief S Siregar

oleh I;:na;inftmt sebesar-besar-
nya negara dan t.
Terkait perizinan, me; me-

ngatakan, pelaku usaha masih
menghendaki adanya pola per-
janjian karya. Kontrol perizinan
tetap dihormati sampai dengan
selesainya masa kontrak. Di sisi
lain, dia meminta agar UU Miner-
ba diimplementasikan kepada
pada pelaku baru sejak diun-
dangkan UU tersebut. “Batubara
adalah kagniditas energi strategis
yang olaannya memerlukan
pengaturan sendiri,” tegasnya.

Pascapertambangan
Airlangga Hartarto mengata-
kan, dalam pembahasan RUU

Minerba anggota panja mema-
parkan wacana dana pemulihan
daerah pascapertambangan yang
diberikan kontraktor tambang
akan dialokasikan untuk disim-
pan di bank BUMN. Alasannya,
diluar negeri dana tersebut biasa
disebut trust fund dan disimpan
di lembaga keuangan dengan in-
vestment grade A.

Akan tetapi, di Indonesia tidak
ada lembaga keuangan dengan
grade tersebut. Karena itu, DPR
menyarankan untuk disimpan di
bank BUMN mengingat bank-
bank BUMN dijamin pemerintah,

“Negara kita bukan peringkat
A.Maka banknya pun juga bukan
peringkat A. Dalam UU ini kita
sebut dana dialokasikan ke
BUMN,” ujarnya.

Selanjutnya dana pemulihan
tambang itu harus dialokasikan
setiap kontraktor yang mengelola
tambang di Indonesia. Dalam pe-
ngelolaannya, dana tersebut
hanya bisa dikeluarkan untuk
keperluan yang sesuai, Nominal
dana yang harus disiapkan
berbeda untuk setiap kontraktor.
“Jadi ini seperti dana asuransi
pensiun,” jelas dia.

Lebih lanjut, Airlangga juga
menjanjikan bahwa RUU ini
akan selesai pada akhir tahun ini.
Molornya pembahasan ini,
adanya pembahasan di Tim
Perumus

soal pasal diperaturan
peralihan. Ga;ﬂlm)
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